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BAB III  
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diurainkan dalam Bab II, 
maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
 Dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas terhadap pelaku 
tindak pidana desersi dilihat dari  hal-hal yang mempengaruhi pelaku melakukan 
tindak pidana tersebut yaitu : motivasi, keadaan-keadaan yang melingkupi atau 
kondisi-kondisi yang mempengaruhi atau latar belakang lain misalnya jasa atau 
pengorbanan dari prajurit tersebut yang telah dilakukan dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya dan dilihat juga dari faktor hukum dan hakim itu sendiri. Status 
dari prajurit tersebut dapat diperhatikan apakah ia seorang komandan ataukah 
prajurit biasa. Terdapat juga hal lain seperti kesehatan dari seorang prajurit 
tersebut sehingga ia melakukan desersi yang dapat membuat hakim 
mempertimbangkan adanya perbedaan pada putusannya terhadap tindak pidana 
dersersi tersebut. Putusan hakim tersebut mempunyai dasar pertimbangan yang 
rasional sehingga terdapat putusan yang adil dan tepat. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai 
berikut : 
1. Dalam menangani kasus desersi sebaiknya hakim lebih teliti lagi dalam 
menjatuhkan putusan sehingga jika terjadi disparitas putusan ada dasar 
pertimbangan yang rasional. 
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2. Bagi para prajurit TNI untuk memahami dan menerapkan aturan disiplin 
dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mematuhi Sapta Marga dan 
Sumpah Prajurit yang berlaku. 
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